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Mengingat 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR 

NOMOR 4%, TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN ILIR, 

a. bahwa tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan 
belanja daerah di Kabupaten Ogan Ilir sudah diatur dan 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 ;  

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017  ten tang Tata 
Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah sudah tidak 
sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan 
Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); ) I �� 

Dip inda i  dengan CamScanner 



) 

· I .  P e r a t u r a n  P e m e r i n t a h  lomor 1 2  T a h u n  2 0 1 9  t c n t a n g  
Pengelolann K e u n n g a n  D a e r a h  ( L z m b a r a n  lcara R e p u b l i k  
I n d o n e s i n  Tahun 2 0 1 9  N o m o r  4 2 ,  T a m b a h a n  L z m b a r a n  
Negara Repu bl ik  I n d o n e s i a  Nomor 6 3 2 2 ) ;  

5 .  P e r a t u r a n  M e n t e r i  D a l a m  Nccri Nomor 77 T a h u n  2020 
t e n t a n g  P e d o m a n  T c k n i s  P e n g c l o l a a n  K c u a n g a n  Dacrah 

( B c r i t a  Negara R c p u b l i k  I n d o n c s i a  T a h u n  2020 Nomor 
1 7 8 1 ) .  

M E M U T U S K A N :  

M e n e t a p k a n  :  P E R A T U R A N  B U P A T I  T E N T A N G  TATA CARA P E R G E S E R A N  
A N G G A R A N .  

BAB I 
K E T E N T U A N  U M U M  

Pasal 1 
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Kabupaten adalah Kabupaten Ogan I l ir. 
2 .  Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. 
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir . 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan 
urusan pemerintah daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan 
disetujui oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7 .  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
bendahara umum daerah. 

8. Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat 
BPKAD adalah Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Ogan Ilir. 

9. Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran 
belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa 
penambahan dan/ atau pengurangan pergeseran anggaran dapat dilakukan 
antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar 
sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek 
dan/ a tau sub rincian objek. 

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 
tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 
Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat 
perencanaan, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. 

1 1.  Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 
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1•Pengguna Anggaran yang scla njut nya disingkat PA ada lah pcjabat pcmcyang 

kewenangan penggunaan nnggaran u n t u k  mclaksanakan t u na s  pokok dan 
fungsi organisasi perangkat dacrah yang dipimpinnya. 

1 3 .  Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LA adalah laporan 
yang menyajikan perbandingan antara realisasi pcndapatan dan bclanja 
dengan cstimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang tclah ditetapkan 
pada awal t ahun .  

1 4 .  Dokumen Pelaksanaan Angaran Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrah yang 
sclanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumnen yang memuat pendapatan, 
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pclaksanaan 
anggaran oleh Pengguna Anggaran. 

BAB I L  

DASAR PERGESERAN ANGGARAN 

Pasal 2 
Pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila: 
a. terdapat kebijakan strategis Pemerintah yang belum diakomodir; 

b. terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 
c. terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten. 

BAB III 
JENIS PERGESERAN ANGGARAN 

Pasal 3 
Jenis Pergeseran Anggaran meliputi: 
a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan 
b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD. 

Pasal 4 
Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari: 

a. pergeseran antar organisasi; 

b. pergeseran antar unit organisasi; 
c. pergeseran antar program; 

d. pergeseran antar kegiatan; 

e. pergeseran antar sub kegiatan. 

f. pergeseran antar kelompok; dan 
g. pergeseran antar jenis. 

Pasal 5 
( 1 )  Dalam kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan 

APBD dapat dilakukan: 

a. sebelum perubahan APBD; atau 

b. sesudah perubahan APBD. 
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(2) Pergeseran nggaran s c b c l u m  p e r u b a h a n  A B D  scbagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  h u r u f  n  dilakukan m c l a l u i  k c t c t a p a n  B u p a t i  dcngan 
dibcritahukan kcpada pimpinan Dewan Perwaki lan Rakyat Dacrah 
Kabupaten,  dapat berupa kodisi mendcsak atau perubahan prioritas 
pembangunan baik t ingkat nasional  atau daerah. 

(3) Pergeseran Anggaran d i l a k u k a n  scsudah p c r u b a h a n  A P B D  scbagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  h u r u f  b  di laporkan dalam LRA. 

(+) Pergeseran Anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD. 

Pasal 6 
( l )  Kodisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) mcl iput i :  

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 
anggarannya bclum terscdia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran 
berjalan; 

b. bclanja daerah yang bcrsifat wajib atau belanja daerah yang bcrsifat 
mengikat; 

c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten 
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti bencana alam, bencana non 
alam, bencana sosial atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi 
pencarian dan pertolongan dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang 
dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta amanat peraturan 
perundang-undangan; dan/atau 

d .  pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau 
masyarakat. 

(2) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah 
meliputi: 

a. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah 
Pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya; 

b .  Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis 
terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, 
dana transfer pemerintah provinsi atau transfer pemerintah daerah 
lainnya; dan / a tau 

c. Pergeseran Anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi 
tertentu dapat dilakukan dari belanja tidak terduga. 

(4) Apabila belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
mencukupi , dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil 
penjadwalan ulang capaian target kinerja program, kegiatan dan sub 
kegiatan dalam tahun anggaran berjalan. 

Pasal 7 

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari : 

a. pergeseran an tar objek dalam jenis yang sama; 

b. pergeseran an tar rincian objek dalam objek yang sama; 

c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan d. pergeseran atas uraian dari sub rincian ' 

Dip indai  dengan CamScanner 



5 

Pasal 8 

( I )  Pergescran Anggaran yang t idak menycbabkan pcrubahan APBD dapat 
dilakukan: 

a. sebelum pcrubahan APBD; dan 
b. setelah perubahan APBD, 

(2) Pergeseran Anggaran yang dilakukan scbclum perubahan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l )  huruf a dapat di lakukan tanpa 
melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, dan 
selanjutnya Pergeseran Anggaran tersebut pada perubahan APBD 
dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan 
Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD. 

(3) Pergeseran Anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b ditampung dalam LRA. 

(4) Pergeseran Anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD. 

Pasal 9 
Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan 
dengan persetujuan: 
a. Sekretaris Daerah terhadap: 

1 .  pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf a; dan 

2 .  pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, pergeseran antar 
sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, pergeseran atas uraian 
dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 
sampai dengan huruf d yang menyebabkan perubahan tolak ukur sub 
kegiatan tersebut. 

b. kepala PPKD terhadap pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama 
dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c; dan 

c. kepala SKPD Pengguna Anggaran terhadap pergeseran uraian dari sub rincian 
objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d .  

BAB IV 

PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN 

Pasal 10  

(  1)  Persyaratan pengajuan usulan Pergeseran Anggaran meliputi: 

a. surat permohonan Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh Kepala 
SKPD yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala 
BPKAD, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat 
Daerah Kabupaten dengan mencanturnkan alasan melakukan Pergeseran 
Anggaran; 

b. matrik Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh kepala SKPD ; dan 

c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak kepala SKPD terhadap terjadinya 
Pergeseran Anggaran yang dimohonkan. 

(2) Format matrik Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(3) Format surat p e r n y a t n n n  tn nggung jnwnb m u t l a k  s b n g a i m a n a  dimaksud 

pada ayat ( 1 )  h u r u f  t c r c a n t u m  « d n l n m  L n m p i r a n  I I  yang m e r u p a k a n  b a g i a n  
tidak tcrpisnhkan d a r i  P e r a t u r a n  u p n t i  i n i ,  

Pasnl 1 H  
( l )  Sckretaris Daerah meneruskan usulan Pergeseran Anggaran scbagaimana 

dimaksud d a l a m  Pasal 1 0  ayat ( 1 )  h u r u f  a  kcpada K pa la  BPKAD u n t u k  
melakukan telaah tcrhadap usulan pergescran yang d isampa ikan .  

(2) Kepala BPKAD scbagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  menclaah dokumcn 
usulan Pergeseran Anggaran yang dia jukan dan mcnjadwalkan rapat 
bersama TAPD untuk dilakukan pembahasan terhadap usu lan  yang tclah 
disampaikan. 

(3) TAPD dalam melakukan rapat pembahasan dapat mcngundang SKPD 
pengusul jika dipandang perlu. 

(4) Hasil rapat TAPD dituangkan dalam Berita Acara rapat yang di tandatangani 
oleh seluruh TAPD. 

(5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ,  TAPD 
menetapkan kewenangan dalam rangka penerbitan Surat Keputusan 
Persetujuan Pergeseran Anggaran. 

(6) Dalam hal hasil pemilahan usu1an pergeseran anggaran merupakan 
kewenangan Pengguna Anggaran, kepala BPKAD menyampaikan Surat 
Pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk membuat Surat Keputusan 
Persetujuan Pergeseran Anggaran. 

(7) Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh 
Pengguna Anggaran disampaikan kepada Kepala BPKAD. 

(8) Format Keputusan persetujuan Pergeseran Anggaran menjadi kewenangan 
Sekretaris Daerah, kewenangan PPKD dan Kewenangan Pengguna Anggaran 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

B AB V  

TAHAPAN TEKNIS 

Pasal 12 

( 1 )  Jika proses Pergeseran Anggaran telah disetujui Sekretaris Daerah, PPKD 
atau kepala SKPD maka TAPD membukajadwal tahapan APBD pergeseran. 

(2) TAPD membuka kunci sub kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran 
setelah mendapat persetujuan. 

(3) Dalam Pergeseran Anggaran kondisi tertentu, TAPD perencana membuka 
fitur tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu validasi pada perangkat 
daerah yang diperlukan. 

(4) SKPD yang mengusulkan Pergeseran Anggaran menginput Pergeseran 
Anggaran pada sistem informasi pemerintah daerah sesuai dengan 
Pergeseran Anggaran yang telah disetujui. 

(5) Kepala SKPD telah memastikan bahwa sub kegiatan dan belanja telah sesuai 
dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenk.latur perencanaan pembangunan 
dan keuangan daerah yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan 
yang mengalarni Pergeseran Anggaran. 
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(6) TAPD melakuknn penutupan jadwal APBD pcrg@seran se tc lah scmua 
Pergeseran Anggaran selesai .  

(7) TAPD menetapkan perubahan Peraturan Bupat i  t cn tang Penjabaran APBD 
dan menyampaikan surat pembcri tahuan kcpada p i m p i n a n  Dewan 
Penwakilan Rakyat Dacrah untuk Pergcscran Anggaran yang menycbabkan 
perubahan APBD pada kondisi tertcntu. 

(8) Penyusunan rencana anggaran kas dan validasi pcrubahan DPA-SKPD 
pengusul dan BUD. 

/ ,}  .&BAR 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 
Tahun 2017  tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dacrah Kabupaten 
Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 30), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir. ( ·/i 

Ditet 

;"" aw 

Diundangkan di Indralaya 
pada tanggal 23] PR] 2022 
SEKRETARIS DAERAH ( 

UPATEN OGAN ILIR, 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 44( 
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(6) TAPD mclakukan p e n u t u p a n  jadwal A PBD pcrgcscran sctclah scmua 
Pergeseran Anggaran sclesai. 

(7) TAPD menctapkan pcrubahan Pera turan Bupat i  tcntang enjabaran APBD 
dan menyampaikan surat pcmbcri tahuan kpada pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Dacrah u n t u k  Pergcscran Anggaran yang menyebabkan 
perubahan APBD pada kondisi  tertcntu.  

(8) Penyusunan rencana anggaran kas dan validasi perubahan DPA-SKPD 
pengusul dan BUD, 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13  
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 
Tahun 2 0 1 7  ten tang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah Ka bu paten 
Ogan Ilir (Serita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2 0 1 7  Nomor 30), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Bir. 

Ditctapkan di Indralaya 
pada tanggal 2) 4gRlL 2022 

BUPATI OGAN ILIR, 

dto 

PANCA WIJAYA AKBAR 

Diundangkan di Indralaya 
pada tanggal 2-) AIU2022 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN OGAN ILIR, 

dto 

MUHSIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 4% 

Salinan sesuai dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

z" n r Ms w as. 's .  i. st  

Pembina Tk. I/ IV.b 
NIP. 19750217200801 2 001 

I  
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Urusan Pemerintahan 
Unit Organisasl 
Program 

Keglatan 

Sub Keglatan 

MATRIK PERGESERAN ANGGARAN 

DINAS/BADAN ................ 
TAHUN ANGGARAN 20 ... 

: 1.01 URUSAN PEMERINTAMAN WAI YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

:1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

:1 .01.01.2 .01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasl Kiner]a Perangkat Daerah 
:1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kiner]a Perangkat Daerah 

LA M P I RA N I ;  PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR TAHUN 2022 

TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN 

Sernula Mer[adi Bertarbah / 
ode Rekening Uraln Harga PPN Total Marga 9Pu Tctal 

(Berkurarg) Koeflslen Satuan (Ro) (Ro) (Rp) 
Koeflslen Satuan (Ro) (R¢) 'Pp) 

5 BELANJA DAERAH 15,630,250 15.530.20 

5.1 BFUANJA OPERASI 15,63O,250 15 630.250 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15,630,250 15.530.250 

5.1.02.01 Belnl Barans 8,430,250 7.230.250 ­ 1 2 ¢  0c0  

5.1.02.01.01 Belani Sarans Pakal Habis 8.430.250 7  230.250\ ­ 12.000 

5.1.02.01.01.0024 Belan]a Alat/8ahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1 5 600 00 1,350,200l 1210,00c) 

In] AT¥ 1 560.000 1,350,000l 2;cc 

[-)ATK Keglatan 1.560.000 1,3 50. 0¢  2cc 

isl Necis K 10/kota« 4,500 45,000 8\«o tk 4,500 35.2cc 3 2cc  

Soesifikasi : uk.Kecil 

Kertas HVS 101rim 57,000 570,000 1 2 ri m  57,000 534.0200 124.00c 

Spegflasi ; uk.A4 

Kertas HVS F4 1 51 r i m  63,000 945,000 JO rim 63.000 530.000 0315.20¢ 

Spesifikasl: uk 70 gram 

$.1.02.01.01.0026 Belanla Alat/Rahan untuk Keslatan Kantor- Bahan Cetak 6.870.250 5 380  25Cl 9¢.20Cl 

[t] Pengrandaan 6.87O.250 5 3C 2 5C l  5sc 0¢ 

]-]Penggandaan 6.870.250 5.480.25 sec.0c 

Fhoto Copy 25689 lm 250 6,422,250 15073 rim 250 3,7532>, 2 s s .0  

Spes feast­ 
JIid Perfect Bincing [ill d lem paras) 7 buku 64,000 448,000 33/ buku 64,000 2.112.0¢ 1564 00 

Soes'fkasl: Tebal 

$.1.02.02 Belanja Bararg 7,200,000 s.4c.20cl 2.0 

$.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 7 200.000 3.40 12c.co 

$.1.02.02.01.0027 Belania J0a Tenaga Operator Komputer 7 200.000 ,±00. 00cl 1..20c 00 

[] asa Tenaga Operator 7 200.000 3 ±0¢ Cr L.2.C. 00 

[-]Operator Komputer 7 200.000 3 ±00. cc0 l  L.  .O cc 
Honorarium Pegawau Honorer/Tiak Tetap 18j orang/bu 'an 400,000 7,200.,000 21 orang/bu! 400.000 S,.l,.'C' . .:\.�1 •.2.xv 

Spesifiiasi : Operator Komputer 

I 
Total 15.630.250 Total 1s.630.2sci 

I'----------- 

/ 

Indralaya, . . . . . . . . . . . . .•. . . .•. . . . . . .• 

Kepala Dinas/Badan .......... .­ 

Pangkat... . . . . . . . . . . . . . . . 
NIP. . . . . . s o s . ..... 
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L A M I R A N  I E :  PERATURAN UPATI OGAN I L I R  

N O M O R  T A H U N  2 0 2 2  TENTANG 
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN 

Format Surat Pernyntnnn 

P E M E R I N T A H  KABUPATEN OGAN IL IR 

KOP OPD 

Komp. Perkantoran Tcrpadu Tanjung Scnai  Kode Pos 30662 
I N  D R A L A Y  A  

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAI MUTLAK 

Saya yang bertanda tangan di bawah i n i :  

Nama 

NIP 

Jabatan 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

1 .  Bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan 
sesuai dengan surat Dinas/Badan/Bagian . . . . . . . . .  Nomor Tanggal ; 

2. Usulan pergeseran anggaran yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan . . . .. .  

3. Ost . . . ..  

4. Usulan pergeseran anggaran telah diperhitungkan sampai dengan sub Rincian Objek dan 
tel ah sesuai dengan kebutuhan pada Dinas/Badan dan d ibuktikan dengan matrik 
pergeseran anggaran yang telah kami sampaikan 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benamya untuk 

digunakan sebagaimana mestinya. 

Manggar, 20 . 

KEP ALA DIN AS/BAD AN . . . .  

Selaku Pengguna Anggaran 

Materai 

10.000 

(Nama Lengkap) 

NlP . 

, 
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L A M P I R A N  I L :  PERATURAI UJ PA'TI  OGAN I L I  

NOMO . . . .  T A H U N  202 TEN'TANG 
TATA_CARA PERGESEAN AIGGAAN 

A. Format Kcputusan Sckretn rint  D 
o herah ' T e n t n n g  P e r s c t u j u a n  P e r g r r a r  Anggaran 
(KOP SEKRETARIAT DAERAH) 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KAIUPATEN OGAN I L I  

NOMOR: 900/ /BPKAD/20 . . .  

TENTANG 

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN OBJEK DALAM 
JENIS YANG SAMA DINAS . . . . . . . . . . • . . • . . . . . .  KABUPATEN OGAN ILIR, 

Menimbang : a .  bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk  efisicnsi 
belanja pada Dinas/Badan . . . . . . . . .  Kabupaten Ogan Il ir, maka 
dibutuhkan pergeseran anggaran; 

b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan h u ru f  a  di  
atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir. 

Mengingat : I .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 2  Tahun 2019  ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

3. Peraturan . 

4. Peraturan Daerah Nomor ten tang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran . . . . .  

5 .  Peraturan Bupati Nomor . .  . . .  ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 
Anggaran . . . . .  

4. Peraturan Bupati Nomor . . . . .  tentang Tata Cara Pergeseran 
Anggaran; 

5. Surat pennohonan Kepala Dinas/Badan Ka bu paten 
Ogan Ilir Nomor Tanggal perihal Usulan 
Pergeseran Anggaran. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KESATU 

KEDUA 

Pada prinsipnya usu1an pergeseran Anggaran Kepala 
Dinas/Badan Kabupaten Ogan Ilir dapat disetujui dan 
dapat dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 
. . . .  pada sub kegiatan :  

a. Sub kegiatan . 
b. Sub kegiatan . 

Perangkat Daerah segera melakukan penginputan data pergeseran anggaran pada aplikasi SIPD dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPKAD Kabupaten Ogan Ilir untuk 
membuka jadwal tahapan APBD pergeseran dan pembukaan kunci sub kegiatan yang mengalami pergeseran; / !), Y 
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KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

KEENAM 

Kepala Perangkat Dacrah mcmastikan bahwa 

Program/kegiatan/sub kegiatan dan bclanja telah sesuai dengan 
lasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan 

pembangunan dan keuangan daerah scrta sesuai dcngan 
petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, 
sclanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami 
pergeseran anggaran; 

: Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA­ 
SKPD Tahun Anggaran 20 . . . ;  

Kepala SKPD bertanggungijawab penuh terhadap usu1an1 I 
pergeseran anggaran yang te1ah disampaikan; 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Indralaya , 
pada tangga! " I 

Sekretaris Daerah, 
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ormat Keputusan Kepaln BPKAD Tentnng P e r s c t u j uan  P e rgcscran Angaran 

(KOP B P K A D )  

KEPUTUSAN KEPALA B P K A D  KABUPATEN OGAN I LI 
NOMOR 900/ / B P K A D / 2 0 . . .  

T' E N T A N G  

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN INCIAM O B . J E K  
DALAM OBJEK Y A N G  S A M A / S U I  R I N C I A N  OBJEK DALAM RINCIAN OB-JEK 

YANG S A M A  DINAS . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  K A B U P A T E N  OGAN IL IR ,  

Mengingat 

·,  v.,  •  k ·a t;  u n t u k  cfisiensi bahwa dalam rangka opt imal isasi  :cguatan t.  

belanja pada Dinas/Badan . . . . . . . . .  Kabupaten Ogan I l ir, m a Ka  
dibutuhkan pergeseran anggaran; 

:.  d i  ksud dengan h u ru f  a  di b. bahwa pergescran scbagaimana ma la BPKAD 
atas, perlu ditetapkan melalui  Keputusan Kcpa 
Kabupaten Ogan Il ir .  

: 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2 0 1 9  tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

2.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentan£ 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

3. Peraturan . 
4. Peraturan Daerah Nomor .. . . . .  ten tang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran . . . . .  
5. Peraturan Bupat Nomor . . . . .  tentang Penjabaran _938" 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir un 
Anggaran .... .  

4. Peraturan Bupati Nomor .. .. .  ten tang Tata Cara Pergeseran 
Anggaran; 

5. Surat permohonan Kepala Dinas/Badan . . ... ...... .  Ka bu paten 
Ogan Ilir Nomor . .. . . . .. . Tanggal .. .. .. . . perihal Usulan 
Pergeseran Anggaran. 

MEMUTUSKAN: 

Menimbang : a .  

Menetapkan : 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

Pada prinsipnya usulan Pergeseran Anggaran Kepala 
Dinas/Badan ..........  Kabupaten Ogan Ilir dapat disetujui dan 
dapat dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 
20 .. .  pada sub kegiatan; 
a. Sub kegiatan . 
b. Sub kegiatan . Perangkat daerah segera melakukan penginputan data Pergeseran Anggaran pada aplikasi SIPD dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPKAD Kabupaten Ogan Ilir untuk membuka jadwal tahapan APBD pergeseran dan pembukaan kunci sub kegiatan yang mengalami pergeseran; Kepala SKPD memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan 
daerah serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk 
pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran; / / j V 
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usulan 

Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam format 
DPPA-SKPD Tahun Anggaran 20...; 
Kepala SKPD bertanggungjawab pcnuh terhadaP 
pergcseran anggaran yang tclah disampaikan; 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

ditetapkan di Indralaya 
] 

20 .. .. .  
pada tangga . a s s · · " " " "  

Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan Danaset Daerah, 

KEEMPAT 

KELIMA 

KEENAM 
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· r m a t  Kcputusan SKPD T en t  [  
Fo  'n t a n g  'ersetujuanPergcscran Anggaran 

(KOP SKPD) 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN/DINAS . . .. ..  
NOMOR: / /20. . .  

TENTANG 

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN 
BERDASARKAN URAIAN DARI SUB RINCIAN OBJEK 

BADAN/DINAS . 

KEPALA BADAN/DINAS . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  KABUPATEN OGAN ILIR, 
:.  <  ¢ ·a tan  untuk efisiensi 

Menimbang : a .  bahwa dalam rangka optimalisasi «ega [I i  maka Kabupaten  Ogan Ir, belanja pada Dinas/Badan a 
dibutuhkan pergeseran anggaran; f di :. dimaksud dengan hurul a b. bahwa pergeseran sebagaimana I Pe gguna Anggaran atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan en pada Dinas/Badan . . . . . . .  Kabupaten Ogan Ilir. 

Mengingat : 1 .  Peraturan Pemerintah Noor 12 Tahun 2019 tentan£ 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

: Nc r 77 tahun 2020 tentang 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri lomor rah; Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daer 
3. Pera tu ran . 

h K b t n Ogan Ilir Nomor . .  .  .  ..  ten tang 
4. Peraturan Daeral ab u p a t er  z,  rah  Tahun Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer 

Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor . . . . .  tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan 
Ilir Tahun Anggaran . . . . .  

4. Peraturan Bupati Ogan Jlir Nomor . . . . . ten tang Tata Cara 
Pergeseran Anggaran; 

5. Surat permohonan Kepala Dinas/Badan Kabupaten 
Ogan Ilir, usulan pergeseran Nomor Tanggal .. 
perihal Usulan Pergeseran Anggaran. 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 
KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

Pada prinsipnya usulan pergeseran atas uraian dari sub rincian 
objek oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang .. . . . .  dapat 
disetujui dart dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2022; 
Perangkat Daerah menyampaikan permohonan ke BPKAD 
Kabupaten Ogan llir berkenaan penginputan data pergeseran 
anggaran atas uraian dari sub rincian objek SIPD; 
Kuasa Pengguna Anggaran/PPTK memastikan bahwa 
program/kegiatan/sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan 
klasifikasi, kodefikasi dart nomenk1atur perencanaan 
pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan 
petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, 
selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami 
Pergeseran Anggaran; I ( J_ t" 
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EEMPAT 

KELIMA 

:  Pergeseran Anggaran i n i  akan diformulasikan dalam format DPPA­ 
SKPD Tahun Anggaran 20 ... ;  

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 

ditetapkan di Indralaya 
20. . .. 

Pad 
a tanggal ...... ·: · ......  ·  

1  B  dan/Dinas • .. · .. ..  ,  
Kepala a 

/%l 
'  .. .  -  

. . - .  
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